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BUPATI PAMEKASAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI PAMEKASAN

NOMOR 87 TAHUN 2021

TENTANG

REMUNERASI PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PAMEKASAN,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 ayat (1)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018
tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Remunerasi pada Badan Layanan
Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan;

1.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang
Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor
41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah
Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya
dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun
1950, tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar
dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah,
Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogyakarta (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek
Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negasra
Nomor 443]);

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang
Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4456);




10.

11.

12.

13.

14.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5038);

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5063);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6398);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor
12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6398);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang
Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang
Keperawatan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 307, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5612);
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2019 tentang
Kebidanan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6325);

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta
Kerja, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6573);




15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 48), sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4340);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Sistem Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3105);

Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun
2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan
Umum Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016 tentang
Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 229,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5942);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6322);

Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 82
Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran
Negara RI Tahun 2020 Nomor 130);

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun
2014 tentang Pedoman Pelayanan Program
Jaminan Kesehatan Nasional;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang
Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 157);

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2016
tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan
Nasional untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan
Dukungan Biaya Operasional pada Fasilitas Kesehatan
Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah;

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun
2016 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan
dalam Penyelenggaraan Program Jaminan
Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2016 Nomor 1601);




25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 49 Tahun
2016 tentang Pedoman Teknis Pengorganisasian
Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten/Kota
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor
1502);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018
tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 74 Tahun 2016
tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas;
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2019
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor
38 Tahun 2014 tentang Keperawatan;

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019
tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1781);

Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor
15 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan
Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten
Pamekasan Tahun 2012 Nomor 4 Seri C),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 4 Tahun
2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan
Tahun 2018 Nomor 4);

Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor
17 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan
Daerah Kabupaten Pamekasan (Lembaran Daerah
Kabupaten Pamekasan Tahun 2019 Nomor 17);
Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 6
Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah
Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten
Pamekasan Tahun 2020 Nomor 6 Nomor Register
Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 260-
6/2020);

Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 7 Tahun
2020 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan
Pola Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah
pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan
(Berita Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2020
Nomor 7);

Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2021 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan
Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan (Berita
Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2021 Nomor
S);

Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 45 Tahun
2021 tentang Tarif Layanan Badan Layanan
Umum Daerah pada Unit Pelaksana Teknis Dinas
Kesehatan (Berita Daerah Kabupaten Pamekasan
Tahun 2021 Nomor 45);




Menetapkan

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG REMUNERASI BADAN
LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS
DINAS KESEHATAN.

BAB 1
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1.
2.

ohw

10.

11.

12.

Daerah adalah Kabupaten Pamekasan.

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah
Kabupaten Pamekasan.

Bupati adalah Bupati Pamekasan.

Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Pamekasan.
Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten Pamekasan.

Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN
adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai
Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada
instansi pemerintah.

Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS
warga negara Indonesia yang memenuhi syarat
tertentu, diangkat sebagai ASN secara tetap oleh
Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki
jabatan pemerintahan.

Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang
selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara
Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang
diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka
waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas
pemerintah.

Pusat Kesehatan Masyarakat, yang selanjutnya
disingkat Puskesmas adalah Unit Pelaksana Teknis
Dinas Kesehatan yang bertanggung  jawab
menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan
upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama dengan
mengutamakan upaya promotif dan preventif di wilayah
kerjanya.

Upaya Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya
disingkat UKM adalah setiap kegiatan untuk
memelihara dan meningkatkan kesehatan serta
mencegah dan menanggulangi timbulnya masalah
kesehatan.

Upaya Kesehatan Perseorangan yang selanjutnya
disingkat UKP adalah suatu kegiatan dan/atau
serangkaian kegiatan pelayanan kesehatan yang
ditujukan untuk peningkatan, pencegahan,
penyembuhan penyakit, pengurangan penderitaan
akibat penyakit dan memulihkan  kesehatan
perseorangan.

Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya
disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh
unit  pelaksana  teknis/badan daerah  dalam
memberikan pelayanan kepada masyarakat yang
mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan
keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan
pengelolaan daerah pada umumnya.




13.

14.

15.

16.

Unit Pelaksana Teknis BLUD yang selanjutnya
disingkat UPT BLUD adalah unit pelaksana teknis yang
melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau
kegiatan teknis penunjang tertentu yang menerapkan
pola pengelolaan keuangan BLUD.

Badan Layanan Umum Daerah UPT Dinas Kesehatan
yaitu UPT Puskesmas yang menerapkan pola
pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah
yang selanjutnya disingkat UPT BLUD Puskesmas.
Remunerasi adalah imbalan kerja berupa gaji,
tunjangan, honorarium, insentif, bonus atas prestasi,
pesangon dan/atau pensiun yang didasarkan peraturan
perundangan yang berlaku.

Rencana Bisnis dan Anggaran yang selanjutnya disebut
RBA adalah dokumen rencana tahunan anggaran BLUD
yang disusun sebagai bahan penyusunan rencana kerja
dan anggaran BLUD.

BAB 11
MAKSUD, TUJUAN, DAN PRINSIP REMUNERASI
Bagian Kesatu
Maksud
Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai dasar bagi
pimpinan BLUD puskesmas dalam mengatur pemberian
remunerasi kepada pejabat pengelola dan pegawai BLUD
sesuai tanggung jawab dan profesionalisme.

Bagian Kedua
Tujuan
Pasal 3

Tujuan penetapan sistem remunerasi adalah:

a.

b.

o

meningkatkan mutu  pelayanan  kesehatan di
puskesmas;

meningkatkan motivasi dan disiplin kerja SDM dalam
mewujudkan pelayanan kesehatan yang bermutu
sesuai tanggung jawab profesi dan tugas pokok masing-
masing;

meningkatkan kesejahteraan SDM di puskesmas BLUD;
terwujudnya akuntabilitas publik dalam pengelolaan
keuangan daerah yang bersumber dari pendapatan
fungsional puksesmas BLUD;

meningkatnya indeks kepuasan masyarakat terhadap
mutu dan akses pelayanan kesehatan di puskesmas
BLUD; dan

berjalannya fungsi pembinaan dan pengendalian
manajemen pengelolaan puskesmas secara efektif dan
efisien.




Bagian Ketiga
Prinsip
Pasal 4

Penetapan remunerasi diberikan dengan
mempertimbangkan prinsip:

a.

(1)

(2)

(3)

(4)

(1)

(2)

proposionalitas yang memperhatikan aset, pendapatan,
sumber daya manusia dan atau tingkat layanan BLUD
puskesmas;

kesetaraan yang memperhatikan remunerasi pada
penyedia layanan sejenis;

kepatutan dan kewajaran memperhatikan kemampuan
pendapatan; dan

kinerja memperhatikan kinerja layanan dan keuangan.

BAB III
KOMPONEN REMUNERASI
Bagian Kesatu
Umum
Pasal S5

Remunerasi diberikan kepada:

a. pejabat pengelola BLUD puskesmas; dan

b. pegawai BLUD puskesmas.

Pejabat pengelola BLUD puskesmas sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:

a. pemimpin BLUD;

b. pejabat keuangan; dan

c. pejabat teknis.

Pegawai BLUD puskesmas sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf b terdiri dari:

a. PNS;

b. PPPK); dan

c. Pegawai Profesional.

Remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diberikan sesuai dengan tingkat tanggung jawab dan
profesionalisme.

Pasal 6

Remenurasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat
(1) ditetapkan imbalan kerja yang diberikan dalam
komponen meliputi:

a. gaji;

b. tunjangan; dan

c. insentif.

Remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dianggarkan setiap tahun dalam Rencana Bisnis dan .
Anggaran BLUD.




(1)

(2)

(3)

(1)

(3)

(1)

(2)
(3)

(4)

Bagian Kedua
Gaji
Pasal 7

Gaji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1)
huruf a, diberikan kepada pejabat pengelola dan
pegawai BLUD dengan besaran yang bersifat tetap
setiap bulan.

Gaji pejabat pengelola dan pegawai BLUD yang
berstatus PNS dan PPPK mengikuti ketentuan
penggajian ASN sesuai ketentuan perundang-undangan
yang berlaku.

Gaji pegawai profesional sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 5 ayat (3) huruf ¢ dibayarkan bersumber dari
pendapatan BLUD dengan besaran sesuai dengan
kemampuan keuangan BLUD yang dicantumkan dalam
kontrak perjanjian.

Bagian Ketiga
Tunjangan
Pasal 8

Tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat
(1) huruf b, diberikan kepada pejabat pengelola dan
pegawai BLUD dengan besaran yang bersifat tetap
setiap bulan.

Tunjangan pejabat pengelola dan pegawai BLUD yang
berstatus PNS dan PPPK mengikuti ketentuan
penggajian ASN sesuai ketentuan perundang-undangan
yang berlaku.

Tunjangan pegawai profesional sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 5 ayat (3) huruf ¢ dapat diberikan dalam
bentuk premi asuransi kesehatan dan ketenagakerjaan
yang diselenggarakan oleh pemerintah dengan besaran
sesuai kemampuan keuangan BLUD yang dicantumkan
dalam kontrak perjanjian.

Bagian Keempat
Insentif
Pasal 9

Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1)

huruf c, diberikan kepada pejabat pengelola dan

pegawai BLUD.

Insentif diberikan bersumber dari pendapatan kapitasi

dan pendapatan nonkapitasi.

Pendapatan kapitasi sebagaimana dimaksud pada ayat

(2) adalah pendapatan yang diperoleh BLUD setiap

bulan berdasarkan jumlah keanggotaan yang terdaftar

pada BPJS Kesehatan.

Pendapatan nonkapitasi sebagaimana dimaksud pada

pada ayat (2) adalah pendapatan yang diperoleh BLUD

dengan rincian sebagai berikut:

a. pendapatan klaim BPJS non kapitasi;

b. pendapatan pasien umum non BPJS;

c. pendapatan pasien dengan pembiayaan dari
pemerintah daerah;




(1)

(2)

(3)

(4)

(9)

(1)

(2)
(3)

(4)

d. pendapatan pasien dengan pembiayaan dari
penjamin swasta;

e. pendapatan kerjasama; dan

f. pendapatan BLUD lainnya bersumber dari jasa
keuangan, pemanfaatan aset, dan pengembangan
usaha.

Pasal 10

Insentif yang bersumber dari dana kapitasi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3)
diberikan 60% (enam puluh persen) dari pendapatan
kapitasi yang disetor ke Kas BLUD.

Insentif kapitasi diberikan dengan mempertimbangkan
aspek sebagai berikut:

a. pengalaman dan masa kerja (basic index);

b. keterampilan, ilmu pengetahuan dan perilaku
(competency index);

resiko kerja (risk index);

tingkat kegawatdaruratan (emergency index);

jabatan yang disandang (position index);

f. hasil atau capaian kinerja (performance index}; dan

g. tingkat kehadiran.

Insentif kapitasi bagi pemimpin BLUD
mempertimbangkan juga ukuran dan jumlah aset yang
dikelola serta produktivitas, pelayanan sejenis,
kemampuan pendapatan dan kinerja operasional.
Perhitungan hasil atau capaian kinerja (performance
index) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f
dilaksanakan oleh Tim yang dibentuk oleh pemimpin
BLUD yang beranggotakan pemimpin BLUD, pejabat
keuangan dan pejabat teknis.

Perincian perhitungan insentif sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini.

° p.o

Pasal 11

Insentif yang bersumber dari dana nonkapitasi

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4)

diberikan berdasarkan besaran jasa pelayanan yang

tercantum pada ketentuan tarif layanan BLUD.

Besaran jasa pelayanan didistribusikan dalam bentuk

insentif langsung dan insentif tidak langsung.

Insentif langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

adalah insentif yang diberikan kepada pegawai yang

terlibat langsung dalam pemberian pelayanan.

Insentif tidak langsung sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) adalah insentif yang diberikan kepada pejabat

pengelola dan/atau pegawai dengan

mempertimbangkan aspek:

a. pengalaman dan masa kerja (basic index);

b. keterampilan, ilmu pengetahuan dan perilaku
(competency index);

c. resiko kerja (risk index);

d. tingkat kegawatdaruratan (emergency index);

e. jabatan yang disandang (position index);




(5)

(7)

(1)

(2)
(3)

f. hasil atau capaian kinerja (performance index); dan

g. tingkat kehadiran.

Insentif tidak langsung bagi pemimpin BLUD juga
mempertimbangkan ukuran dan jumlah asset yang
dikelola serta produktivitas, pelayanan sejenis,
kemampuan pendapatan dan kinerja operasional.
Perhitungan hasil atau capaian kinerja (performance
index) sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf f
dilaksanakan oleh Tim yang dibentuk oleh pemimpin
BLUD yang beranggotakan pemimpin BLUD, pejabat
keuangan dan pejabat teknis.

Perincian perhitungan insentif nonkapitasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
MONITORING DAN EVALUASI
Pasal 12

Pelaksanaan pemberian rermunerasi dilakukan
monitoring dan evaluasi setiap tahun oleh Dinas
Kesehatan. ‘

Pengawasan  terhadap pelaksanaan remunerasi
dilakukan oleh Inspektorat Daerah.

Hasil pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaporkan kepada Kepala Dinas untuk dilakukan
evaluasi lebih lanjut wuntuk perbaikan metode
remunerasi.

BAB YV
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 13

Pemberian remunerasi dikecualikan bagi:

a.

pegawai pada BLUD puskesmas yang dilaksanakan
berdasarkan kontrak kinerja dengan pihak ketiga
(outsourcing).

pegawai yang dikontrak dengan sumber dana alokasi
khusus non fisik bidang kesehatan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 14

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka:

1.

Peraturan Bupati Nomor 11D Tahun 2012 tentang
Penyelenggaraan Sistem Remunerasi pada Dinas
Kesehatan (Berita Daerah Kabupaten Pamekasan
Tahun 2012 Nomor 7E Seri E); dan

Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 11D Tahun
2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Remunerasi pada
Dinas Kesehatan (Berita Daerah Kabupaten Pamekasan
Tahun 2014 Nomor 11A);

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.




Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 3 Januari
2022.

agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturaan Bupati ini dengan
penempatannya dalam  Berita Daerah  Kabupaten
Pamekasan.

Ditetapkan di Pamekasan
pada tanggal 1 Desember 2021

BUPATI PAMEKASAN,

Diundangkan di Pamekasan
pada tanggal 1 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PAMEKASAN

/BN

TOTOK HARTONO

% T

BADDRUT TAMAM

BERITA DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN TAHUN 2021 NOMOR 87




LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI PAMEKASAN
NOMOR 87 TAHUN 2021
TENTANG

REMUNERASI PADA BADAN LAYANAN
UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA
TEKNIS DINAS KESEHATAN

A.PEDOMAN PERHITUNGAN INSENTIF KAPITASI

Insentif Kapitasi diberikan kepada pejabat pengelola dan pegawai dengan formula
sebagai berikut:

_ sy
IKAP; = 5o x PIKAP,

IKAP; = Insentif Kapitasi yang diperoleh individu i pada bulan ke n
Sk = Skor Individu i Insentif Kapitasi pada bulan ke-n

28l = Total skor individu i insentif kapitasi pada bulan ke n
PIKAPn = Plafon insentif kapitasi puskesmas pada bulan ke-n

Plafon insentif kapitasi dihitung dengan formulai sebagai berikut :
PIKAP, = RPKAPy.1 X AKAP

Keterangan:

PIKAP, = Plafon Insentif Kapitasi puskesmas pada bulan ke-n

RPKAPn.1 = Realisasi pendapatan kapitasi yang disetor ke Kas BLUD bulan
sebelumnya

AKAP = Persentase alokasi anggaran untuk Insentif Kapitasi pada BLUD

yang ditentukan oleh Puskesmas.

B.PEDOMAN PERHITUNGAN INSENTIF NON KAPITASI
Insentif Non Kapitasi diberikan kepada pejabat pengelola dan pegawai dengan

formula sebagai berikut:

INK; = IL; + ITL;

INK; = Insentif Non Kapitasi yang diperoleh individu i pada bulan ke n
1L; = Insentif langsung individu i pada bulan ke-n

ITL; = Insentif tidak langsung yang diperoleh individu i pada bulan ke-n

1. Perhitungan Insentif Langsung (IL)

Insentif langsung diberikan kepada pemberi pelayanan atas pelayanan yang
diberikan sesuai dengan sumber pendanaan yang diatur pada pasal 7 ayat (4)
peraturan ini.

Adapun daftar perincian pemberian Insentif Langsung (IL) setinggi-tingginya
dari perhitungan jasa pelayanan pada pendapatan yang disetor ke Kas BLUD
adalah sebagai berikut ini:

Klaim | Umum | Lainnya

No : Nama Pelayanan BPJS Non
BPJS
1 | Pelayanan Kesehatan

Pelayanan Rekam Medik 25% 25% 25%
Pelayanan Rawat Jalan 30% 30% 30%
Pelayanan Kegawatdaruratan 30% 30% 30%
Pelayanan Kunjungan Rumah 25% 25% 25%
Pelayanan Rawat Inap 60% 60% 60%

Pelayanan Farmasi 25% 25% 25%




Pelayanan Persalinan 75% 75% 75%

Pelayanan Kebidanan Lain dan KB 25% 25% 25%
Pelayanan Tindakan Medik 25% 25% 25%
Pelayanan Pemeriksaan Laboratorium 25% 25% 25%
Pelayanan Pemeriksaan Penunjang Diagnosis | 25% 25% 25%
Lainnya

Pelayanan Pemeriksaan Lingkungan 25% 25% 25%
Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan 25% 25% 25%
Pelayanan Rujukan 25% 25% 25%
Pelayanan Lain-Lain 25% 25% 25%

2 | Pendapatan Lainnya

Jasa Giro 1% 1% 1%
Pemanfaatan Aset 1% 1% 1%
Lainnya 1% 1% 1%

Distribusi Insentif Langsung (IL) kepada pemberi pelayanan dapat terdiri dari:
a. Tenaga medis

b. Tenaga kesehatan non medis

c. Tenaga non kesehatan

Ketentuan lebih lanjut mengenai distribusi insentif langsung pada setiap
pegawai diatur dalam SK Pemimpin BLUD.

. Perhitungan Insentif Tidak Langsung (ITL)
Insentif Tidak Langsung (ITL) diberikan kepada pejabat pengelola dan pegawai
dengan formula sebagai berikut:

SE;

ITLi = o x PITL,

I st
ITL; = Insentif tidak langsung yang diperoleh individu i pada bulan ke n
Sk = Skor Individu i Insentif pada bulan ke-n
i st = Total skor individu i insentif pada bulan ke n
PITLn = Plafon insentif tidak langsung puskesmas pada bulan ke-n

Plafon Insentif Tidak Langsung dihitung dengan formulasi sebagai berikut:
PITLy = (RPNKAP;,.1 X ANK)-TILn

Keterangan:

PINKn = Plafon insentif tidak langsung puskesmas pada bulan ke-n

RPNKAP»-1 = Realisasi pendapatan non-kapitasi yang disetor ke Kas BLUD
bulan sebelumnya (n-1)

ANK = Persentase Alokasi anggaran untuk insentif non kapitasi pada
BLUD yang ditentukan oleh Puskesmas

TILn = Total insentif langsung yang dibayarkan pada seluruh individu di

Puskesmas pada bulan ke-n




C.PEDOMAN PERHITUNGAN SKOR INSENTIF INDIVIDU (SIy)
SI; dihitung didasarkan atas rumus sebagai berikut ini:

SI; = (Bl + CI; + RI; + EJ; + Pl;) x PERF; x HD;

Keterangan:

BI; = Poin Pengalaman dan Masa kerja (Basic Index) pegawai i pada bulan ke-
n

Cl; = Poin Ketrampilan dan Ilmu pengetahuan (Competency Index) pegawai i

pada bulan ke-n

RI; = Poin Risiko Kerja (Risk Index) pegawai i pada bulan ke-n

EI; = Poin Tingkat Kegawatdaruratan (Emergency Index) pegawai i pada bulan
ke-n

Pl; = Poin Jabatan yang Disandang (Position Index) pegawai i pada bulan ke-n

PERF; = Hasil atau Capaian Kinerja (Performance Index) pegawai i pada bulan

ke-n

HD; = Persentase Kehadiran pegawai i pada bulan ke-n

Adapun rincian perhitungan masing-masing komponen adalah sebagai berikut

ini:

a. Pengalaman dan Masa Kerja (Basic Index - B])
Pengalaman dan masa Kkerja merupakan rentang waktu antara waktu
perhitungan dengan waktu diangkatnya pegawai oleh pejabat yang berwenang.
Masa kerja sesuai dengan SK terakhir bagi ASN dan untuk tenaga non ASN
sesuai masa kerja kumulatif sejak SK awal dan SK terakhir.

No Tahun Indeks
1 0-5 0
2 6-10 5
3 11-15 10
4 16-20 15
5 21-25 20
6 >25 25

b. Keterampilan, [lmu Pengetahuan dan Perilaku (Competency Index-Cl)
Indeks Kompetensi adalah penghargaan terhadap kualifikasi dan kompetensi
profesional pegawai yang terdiri atas:
1) Tingkat pendidikan yang dibuktikan dengan ijazah terakhir yang tercantum
dalam dokumen kepegawaian. Tingkat pendidikan memiliki indeks:

No Tingkat Pendidikan Indeks
1. | Dokter, Dokter gigi 150
2. | Ners , profesi Bd, Apoteker 100
3. | Tenaga Kesehatan S1/D4 (Sarjana/Sarjana terapan) 80
5. | D3 Kesehatan, 60
6. | S1, D4, D3 non kesehatan 50
7. | Dibawah D3 25




2) Kepemilikan Surat ljin Praktek (SIP)

No. Kepemilikan SIP Indeks
1. | Ada SIP Tenaga Medis 20
Ada SIP/SIK Tenaga Kesehatan Lain 10
Tenaga Kesehatan tidak wajib memiliki SIP (tenaga 5
kesmas)
4. | Tenaga kesehatan tidak memiliki SIP 0

c. Resiko Kerja (Risk Index-RI)
Adalah nilai untuk resiko yang diterima pegawai akibat pekerjaannya.
Klasifikasi resiko dan indeks nilainya adalah sebagai berikut:

No. Jenis Resiko Indeks

1. | Resiko non medis
Pemimpin BLUD 150
Keuangan (Pejabat Keuangan dan Bendahara) S0
PPK (Pejabat Pembuat Komitmen), PPTK, Pengadaan, 30
Perencanaan
Tenaga administrasi dan tenaga lain 20

2 | Resiko medis
Dokter/dokter gigi 65
Tenaga kesehatan lain 35

Pegawai yang merangkap jabatan, perhitungan indeks resiko diakumulasikan.

d. Tingkat Kegawatdaruratan (emergency index-El)

No Kegawatdaruratan Indeks
Non klinis dan administrasi 2

2 | Klinis (gizi, kesling, farmasi, rekam medis, analis 3
laboratorium)
Perawat, bidan dan driver UGD 5
Tenaga medis 10

e. Jabatan Yang Disandang (Position Index-Pl).

Jabatan yang merupakan identitas akhir kepegawaian berdasarkan surat
keputusan pejabat yang berwenang. Indeks dihitung berdasar kepangkatan
dan jabatan.

1) Indeks kepangkatan sebagai berikut:

No. Pangkat Indeks
1. | Profesional BLUD 2
2. | PPPK dan Kontrak Daerah 10
3. | CPNS/PNS Gol. I 18
4. | CPNS/PNS Pengatur Muda, II/a 22




5. | PNS Pengatur Muda Tk. I, II/b 24
6. | CPNS/PNS Pengatur, II/c 26
7. | PNS Pengatur Tk. I, II/d 28
8. | CPNS/PNS Penata Muda, IllI/a 32
9. | CPNS/PNS Penata Muda Tk. I, llI/b 34
10. | PNS Penata, III/c 36
11. | PNS Penata Tk. I, III/d 38
12. | PNS Pembina, IV/a 42
13. | PNS Pembina Tk. I, IV/b 44
14. | PNS Pembina Utama Muda, IV/c 46
15. | PNS Pembina Utama, IV/d 48
2) Indeks Jabatan terdiri atas
No Jabatan Indeks
Kepala Puskesmas (Pemimpin BLUD) 100
Kepala Tata Usaha (Pejabat Keuangan) S50

3 | PJ UKM Esensial, PJ UKP, PJ UKM Pengembangan, 10
PJ jaringan dan jejaring, PJ bangunan, prasarana
dan peralatan, PJ Mutu (Pejabat Teknis)

4 | Bendahara Pengeluaran, PPTK 40

5 | Bendahara Penerimaan 35

5 | Ketua Tim Akreditasi 10

7 | Koordinator Program UKM Essensial (semua S

program UKM essensial), Koordinator Unit Layanan,
Ketua Tim Audit, Ketua Tim PPI, Ketua Tim
Keselamatan Pasien, Ketua Tim K3, Ketua Tim
Survey, Koordinator SIP (Sistem Informasi
Puskesmas), Pejabat Pengadaan, Perencanaan
Tingkat Puskesmas, Pengelola obat, Bidan Desa,
Perawat Pustu/ponkesdes, Tim Penatalaksanaan
Keuangan dan Verifikasi.

8 | Koordinator Program UKM  Pengembangan, 3
Koordinator PIS-PK, Bagian Kepegawaian dan
Umum

9 |Tugas lain yang dibebankan oleh Kepala 2

Puskesmas termasuk sub program dan inovasi

Pegawai yang merangkap jabatan, perhitungan indeks
diakumulasikan.

jabatan




f. Hasil atau capaian kinerja (Performance Index - PERF)

Indeks kinerja diperoleh dari penilaian terhadap kedisiplinan, hasil kerja dan
perilaku kerja yang dirumuskan oleh Tim Remunerasi Puskesmas dengan skor
sebagai berikut:

a. Bagi Pemimpin BLUD

Skor
Indikator Penilai .
No ndikator Penilaian Maksimal
I | Kedisiplinan 150
1 | Menyusun Rencana Kerja Bulanan 10
2 | Menyusun RUK/RPK Program 15
3 | Apel Pagi/Senam/Koordinasi Pasca Pelayanan 30
4 | Menghadiri pertemuan di puskesmas dan 20
melaporkan hasil pertemuan dari Dinkes
S | Menyusun, mengkoordinir dan mengirim laporan S0
Bulanan, SPM, PPN (Program Prioritas Nasional)
PKP (Penilaian Kinerja Puskesmas sesuai dengan
kesepakatan (jenis dan waktunya)
6 | Mentaati peraturan dan SOP 25
II | Hasil Kerja 90
1 | Hasil inteprestasi manajemen PKP (Penilaian
Kinerja Puskesmas) pada tahun sebelumnya (n-
1) jika bernilai
- Baik :90
- Cukup : 68
- Rendah : 45
IIT | Perilaku 60
1 | Mampu bekerjasama 10
2 | Menghargai dan menerima pendapat orang lain, 10
bersedia menerima keputusan yang diambil
secara sah dan telah menjadi keputusan
bersama
3 | Dapat bertindak tegas, tidak memihak serta 10
mampu memberikan teladan yang baik
4 | Dapat menggerakkan tim kerja, mampu 10
menggugah semangat dan menggerakan untuk
berkinerja yang baik
5 | Dapat menginisiasi dan memberikan solusi atas 10
masalah yang berkaitan dengan pekerjaan
6 | Bersikap dan berkomunikasi dengan baik dan 10
sopan dengan semua pihak
TOTAL SKOR 300
HASIL PENILAIAN KINERJA




b. Bagi Pejabat Pengelola dan Pegawai BLUD

. - Skor
No Indikator Penilaian Maksimal
I | Kedisiplinan 150
1 | Menyusun Rencana Kerja Bulanan 10
2 | Menyusun RUK/RPK Program 15
3 | Apel Pagi/Senam/Koordinasi Pasca Pelayanan 30
4 | Menghadiri pertemuan di puskesmas dan 20
melaporkan hasil pertemuan dari Dinkes
5 | Menyusun, mengkoordinir dan mengirim laporan 50
Bulanan, SPM, PPN (Program Prioritas Nasional)
PKP (Penilaian Kinerja Puskesmas sesuai dengan
kesepakatan (jenis dan waktunya)
6 | Mentaati peraturan dan SOP 25
II | Hasil Kerja 90
1 | Menyusun Laporan Pelaksanaan Tugas Harian 20
(LHK)
Melengkapi dan mengumpulkan buku kegiatan 15
Melakukan entry P-Care kunjungan sehat dan 15
sakit peserta JKN dan pasien rawat jalan umum
sesuai target
4 | Melengkapi administrasi klaim ANC, INC, PNC, 5
KB dan Rujukan peserta JKN dan memenuhi
pendapatan sesuai prediksi yang telah disepakati
S | Bertanggungjawab pada pemeliharaan sarana 10
dan prasarana yang digunakan
Mencapai target indikator program 15
Melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala 10
Puskesmas
I | Perilaku 60
1 | Mampu bekerjasama dengan rekan kerja, atasan 10
dan bawahan
2 | Menghargai dan menerima pendapat orang lain, 10
bersedia menerima keputusan yang diambil
secara sah dan telah menjadi keputusan
bersama
3 | Dapat bertindak tegas, tidak memihak serta 10
mempu memberikan teladan yang baik
4 | Dapat menggerakkan tim kerja, mampu 10
menggugah  semangat dan  menggerakan
bawahan untuk berkinerja yang baik




5 | Dapat menginisiasi dan memberikan solusi atas 10
masalah yang berkaitan dengan pekerjaan

6 | Bersikap dan berkomunikasi dengan baik dan 10
sopan dengan semua pihak
TOTAL SKOR 300

HASIL PENILAIAN KINERJA

Capaian Kinerja Pergawai

BERF;, = ]x KPeg

kor Maksimal per Pegawai

Skor maksimal per pegawai adalah skor maksimal yang diperoleh pegawai
sesuai dengan uraian tugas dan fungsi. Penentuan indikator capaian
dilakukan oleh Tim Penilai Kinerja yang ditetapkan oleh Pemimpin BLUD.

Adapun konstanta jenis/status pegawai (Kpeg) adalah sebagai berikut:

No Jenis & Status Kepegawaian Konstanta
1 | Pimpinan BLUD, PPK, Bendahara Pengeluaran 12

2 | Bendahara Penerimaan, PPTK 11

3 | PNS, PPPK, dan Kontrak Daerah 10

4 | Dokter/drg Profesional BLUD

5 | Pegawai Profesional BLUD (selain dokter, drg) 2

g. Kehadiran (HD)

Kehadiran adalah penilaian dan penghargaan terhadap kehadiran sebagai
pegawai BLUD yang berupa persentase kehadiran atas hari kerja efektif dalam
satu bulan. Adapun penghitungannya sebagai berikut :

a.
b.

Hadir setiap hari dinilai 1 per hari;
Ketidakhadiran karena sakit paling banyak 3 (tiga) hari tetap diberi nilai
sesuai poin a dibuktikan dengan surat keterangan dokter;

Penugasan oleh pejabat berwenang sesuai tupoksi diberikan nilai sesuai
poin a;

. Keterlambatan dan pulang sebelum waktu pegawai setiap menit diberi

pengurang -0,0002.

o HDI = (Kehadiran pegawai dalam 1 bulan) 1009
! Hari kerja Efektif sebulan * 7t
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